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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dan barang daerah serta
pengelolaan pasar daerah yang efektif, transparan, dapat
dipertanggungjawabkan dan taat pada peraturan perundang-
undangan, perlu didukung oleh kelembagaan yang berbentuk
kantor sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
yang bersifat spesifik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah
Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2003 tentang Susunan Organsasi

Lembaga Teknis Daerah dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Kecil dalam :Lingkungan Propinsi Jawa
Timur/Tengah/Barat;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Blitar ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3243 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593); . ' . _

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
Dan
WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar
Tahun 2003 Nomor 26/ D ) diubah sebagai berikut :
1. Semua istilah Bagian Tata Usaha diubah menjadi Sekretariat.
2. Pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
” Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Biitar;




"2@ b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;.

c. Walikota adalah Walikota Blitar

d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bilitar;

e. Badan Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

f Kantor Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

3. Diantara Pasal 25 dan BAB Vil disisipkan 2 (dua) bab baru yaitu BAB VIl A, dan
BAB VI B sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A
KANTOR PENGELOLA ARSIP DAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

SR

“Pasal 25 A
(1) Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah adalah unsur pendukung tugas
Walikota di bidang pengelolaan arsip dan barang daerah;
(2) Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Seketaris

Daerah.

"Pasal 25 B
Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Arsip dan

Barang Daerah.

"Pasal 25 C
Untuk menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 B, Kantor

Pengelola Arsip dan Barang Daerah mempunyai fungsi :

("&)

a. Pengendalian pelaksanaan pengadaan barang daerah;

b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang daerah;
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c. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan keuangan ;

d. Melaksanakan penggunaan, pemanfaatan pemeliharaan, pengaturan ,
pengamanan dan pemindahtanganan barang daerah;

e. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, penataan, pengamanan, pengendalian
dan pengawasan kearsipan;

f. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

"Pasal 25 D
Kantor Pengelola Barang dan Arsip Daerah terdiri dari Kepala Kantor membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengendalian, Pengadaan dan Distribusi ;
c. Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan;
d. Seksi Kearsipan.

BAB VII B
KANTOR PENGELOLA PASAR DAERAH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
“Pasal 25 E

(1) Kantor Pengelola Pasar Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang

pengelolaan pasar daerah;
2) Kantor Pengelola Pasar Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

"Pasal 25 F
Kantor Pengelola Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Pasar Daerah.

"Pasal 25 G
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 F, Kantor
Pengelola Pasar Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijaksanaan tehnis penyusunan program, pembinaan pengendalian
dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar daerah ;

b. Penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian dan keuangan ;




Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengelolaan pasar daerah;
Pelaksanaan penataan kebersihan dan keamanan dalam pasar ;
Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar;

Pelaksanaan optimalisasi dan pemenuhan sarana dan prasarana pasar ;

@ = o o o

Penyusunan pelaporan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

"Pasal 25-H

Kantor Pengelola Pasar Daerah terdiri dari Kepala Kantor membawabhi :
a. Sub Bagian Tata Usaha ;

b. Seksi Pengembangan Pasar ;

c. Seksi Pemungutan retribusi ;

d. Seksi Kebersihan, ketentraman dan ketertiban.

RN

4. Susunan Organisasi Lembaga Teknis dalam bentuk Kantor sebagaimana Lampiran

Peraturan Daerah ini.

Pasal I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 22 Oktober 2007

WALIKOTA BLITAR,
Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT
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Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 23 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
Tid.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2007 NOMOR 5/D

Salinan sesuai dengan aslinya -
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana

de Ketut Suryadi




PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 16 TAUN 2007
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

1. UMUM

w4

)

Pembentukan Lembaga Teknis yang baru berupa Kantor Pengelola Arsip dan
Barang Daerah serta Kantor Pengelola Pasar Daerah dimaksudkan untuk lebih
mengoptimalkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat Dengan dlbentuknya lembaga baru tersebut dlharapkan pengelolaan
arsip, barang daerah serta pasar daerah akan lebih berdayaguna sehingga
muaranya pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Kedua Lembaga
Teknis dimaksud belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 ,
sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diadakan perubahan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Blitar telah melakukan
kajian dan mempersiapkan penataan kelembagaan yang baru dan akan
ditindaklajuti dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisai
Perangkat Daerah yang baru.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas

Pasal Il

Cukup jelas




NVdJISdVIN ISAIS

ISNAINLSIA Nvd NY LYY ANYWId
NVYVAVYON3d NVQ
‘NVITYANIONI NYVIVHITIW3d
ISH3S 1SS
VHYSN V1V1
NVIOVE 4nS
JOINVYY V1VdIY

HYH3VA ONVHYE N0 diSHY V10 TIONId dOLNY ISVSINVOHO HNIMNYLS

£002 Y390IMO0 2C - TVOONVL
L00Z NNHVL 91 : HOWON
HVYLINE V10X HYH3VA NVANLVYHId NYAIdINY

(8 B



IVAVAIH TN4IVS LOYvra
PR

VLI VLOMITYM

IpeAINg Jn}oy apued

euesye ejg] uep wnyny ueibeq ejeday

HVLI18 VLOM HYYH3VA LVIHVLIYNIS
eduljse uebusp rensas ueuljes

opuBLWOoY sles)

NVaiLd313N Nvd
NYWVYILINILIN ISNAldLgy dVvSvd
'‘NVHISYIgIN NVINONNWEd NYONYIWIONId
ISHIS . ISH3S ISH3S
VHVSN VIVl
NVIOVd 9nS

JOINVI VIVdIN

HYH3VA 4VYSVd VI0TIONTd HOLNVY ISVSINVOHO UNIMNYLS

(h ¥

uebuels}o)




	PERDA NO 16 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13 TAHUN 2003.pdf (p.1-6)
	img20230906_08411719.pdf (p.7-9)

